WALI KOTA BALIKPAPAN ’
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

L _PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN g

NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG

L PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI URAIAN T UGAS DAN FUNGSI

~ Menimbang

ik UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN DAN PERAWATAN

GEDUNG PEMERINTAH -

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA"

' WALI KOTA BALIKPAPAN,

‘bahwa u‘ntuk"melaksanakan ketentuan Pasal 20 é}iat B
Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 12 Tahun 2017
‘tentang Pedoman Pembentukan ‘dan K1a31f1ka81 Cabang

o " Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasal 5 ayat (2) |

i Peraturan Daerah Kota Bahkpapan Nomor 2 Tahun 2016 |
s tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan
-~ Pasal 32 ayat (2) Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2016

 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi

' Mengingat:

~ Badan Pengelola Keuangan Daerah perlu menetapkan | -
. Peraturan - Wali Kota tentang Pembentukan, Susunan |

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana

Tekms Daerah Pengelolaan dan Perawatan Gedung
o Pemerlntah ‘ ' L

‘ ‘1 Pasal 18 ‘ayat '(6) Undang—Undang Dasar Negara ;  .

Repubhk Indonesia Tahun 1945;

'2 Undang—Undang Nomor 27 ‘Tahun 1959 tenta‘ng'

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun*"‘

Ay 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat di|
s Kahmantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun S

1953 Nomor 9) sebagai Undang—Undang (Lembaran 4
: Negara Repubhk Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,1
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor,

Vv‘,i‘l‘3k.“Undang—Undang Nomor 23 'Tahim 2014 'tehtang ‘
~ Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Repubhk;

':;Indonesm Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

' Negara. Repubhk Indonesia Nomor | 5587) sebagalmanaf 9
2 "".telah diubah beberapa kali terakh1r dengan Undang—' Bl
i ’,Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua,

5 Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang ‘

o L




“”ff,ﬂ3.‘°ifBadan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya d1sebut Badan
ot fadalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan. i ,
o Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota :
_‘,Bahkpapan ~ e
."-",.Sekretans adalah Sekretans Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota ;
Bahkpapan ‘ 5
‘Unlt Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya dlslngkat UF’I‘D adalah ,
~unsur yang melaksanakan kegiatan teknis operasional Badan dan / atau -
- kegiatan tekms penunjang yang mempunya1 wilayah kerja tertentu. e
,'UPI‘D Pengelolaan dan Perawatan Gedung Pemermtah adalah unsur yang : L
- melaksanakan sebaglan keglatan teknis operas1ona1 dan/ atau keglatan' o
: {tekms penunjang tertentu yang berada di bawah Badan. g
8. Kepala UPTD. adalah Kepala Unit Pelaksana Teknls Daerah Pengelolaan o
AT ESA 'dan Perawatan Gedung Pemermtah ATl

 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara‘v Rénublikff

" Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran‘ .

 Negara Repubhk Indonesm Nomor 5679) : : e

4. Peraturan Pemerintah - Nomor 18 Tahun 2016 tentang{‘ |

- Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indones1a ;
~Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara‘ ‘

~ Republik Indonesia Nomor 5887),
'k 5.{ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 L

“tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabangw - .
~ Dinas dan Unit Pelaksana Tekms Daerah (Berlta Negara’ et

' ‘Repubhk Indonesia Nomor 451);

| 1 6. Peraturan Daerah Kota Bahkpapan Nomor 2 Tahun 20 163 S

. tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah? -
g '(Lembaran Daerah Kota Bahkpapan Tahun 20 16 Nomor; '
-2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bahkpapan Nomor

- 26);

";37”.'Peraturan Wahkota ‘Nomor 58 Tahun 2016 tentang :
. Susunan Organisasi, Uralan Tugas dan Fungsi Badan |
Pengelola . Keuangan = Daerah (Berita Daerah Kotai s

Bahkpapan Tahun 2016 Nomor 58), &

» 'MEMUTUSKAN:

.~ Menetapkan  :- PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN

~ SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI | :
~ UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | PENGELOLAAN"
. DAN PERAWATAN GEDUNG PEMERINTAH |

‘, BABIZ -
'KETENTUAN UMUM

Pasal 1‘

Dalam Peraturan Wah Kota ini yang dlmaksud dengan
‘Daerah adalah Kota Balikpapan.

Wali Kota adalah ‘Wali Kota Ballkpapan




: 9 Kelompok Jabatan Fungsmnal adalah pemegang Jabatan fungsmnal yang 5
_‘tugasnya dldasarkan pada keahhan dan/atau keterampllan tertentu AN

: :”fsesual kebutuhan Daerah

BABI
PEMBENTUKAN

Pasal 2.

. i‘;'("l)‘:"'Dengan Peraturan Wall Kota ini, pada Badan d1bentuk UPI‘D Pengelolaan;. e

-~ dan Perawatan Gedung Pemerintah. 0
o (2) UPI‘D sebagalmana d1maksud pada. ayat (1) merupakan UPYI‘D dengan"’

S kla31f1ka51 A.

- BABII
~ KEDUDUKAN

L - , Pasal 3 , ; ‘ |
s UPTD Pengelolaan dan Perawatan Gedung Pemerlntah sebagalmana d1ma.ksud

- f';dalam Pasal 2 ayat (1) d1p1mp1n oleh seorang Kepala UPTD yang secara | -

| ‘:admlmstratlf bertanggung jawab kepada Sekretaris dan’ secara teknis S
-foperasmnal berada di bawah dan bertanggung jawab - kepada Kepala Badan : S
ST melalul Kepala Bldang Pengelolaan Barang M111k Daerah : S

~ BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- ‘(1) Susunan Orgamsas1 UPPD Pengelolaan dan Perawatan Gedung Pemermtah L

i terd1r1 atas:’
~ a. Kepala UPTD; ,

b Subbaglan Tata Usaha, dan
e Kelompok Jabatan Fungsional. ' SR
""(2) Bagan Struktur UP’I‘D ‘sebagaimana d1maksud pada ayat (1) tercantum G
- dalam Lamplran yang merupakan baglan tldak terplsahkan darl_ ot
Peraturan Wali Kota ini. : T :

SO BABV .
| URAIAN TUGAS DAN FUNGSI [

Baglan Kesatu
\ Umum‘ -

L Pasal 5 , S Sy
UPTD Pengelolaan ‘dan Perawatan Gedung Pemermtah mempunyal tugas |
melaksanakan sebaglan keglatan teknls operaswnal dan/ atau keglatan teknls :
Badan d1 bldang Pengelolaan Barang M1hk Daerah ‘




e N o Pasal 6 e : .
o Dalam melaksanakan tugasnya sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 5 UPTD :
S Pengelolaan dan Perawatan Gedung Pemermtah menyelenggarakan fungs1 :
, ‘a. penyusunan. rencana kerja UPTD; ~ S e : ;
~ b. ~penyelenggaraan keglatan teknis maupun manajemen bldang pengelolaan
‘dan perawatan gedung yang operasional dllaksanakan secara; ’

5 swakelola/ rutin maupun menggunakan pihak ketiga; | SOl |

e :‘c. ‘ pelaksanaan 1dent1f1kas1 dan inventarisasi permasalahan'UPTD

d pelaksanaan koord1na31 dan pemantauan pelaksanaan seluruh keglatan‘ o

T ,  [é.{.penyusunari perencanaan pengelolaan dan perawatan gedung yang |

~ -operasionalnya dilaksanakan secara swakelola/ rutin maupun dengan plhak‘ i
ketiga; ‘ :

' f pelaksanaan operasmnal pengelolaan dan perawatan gedung bauk secara

B ~hswakelola/ rutin maupun dengan pihak ketlga R ‘
. g.“pelaksanaan koordinasi = dan sinkronisasi- dengan perangkat Daerah;», :
G pengguna terkalt kebutuhan pemeliharaan/perawatan gedung, ‘

i h pelaksanaan pemungutan retribusi pemakaian kekayaan Daerah terkaut

~ dengan pemanfaatan gedung yang menjadi kewenangannya;

; 1 : pelaksanaan pelaporan tugas operasmnal UPTD;dan

i j."f;pelaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh plmpman/ atasan sesueu‘ o
i idengan tugas dan fungs1 serta tanggung Jawab kewenangannya ‘ :

Bag;an Kedua
= Kepala UPTD

Pasal 7

'Kepala UPTD sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertugas i
a menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 5;
 dan Pasal 6; ‘ e

b gmengoordlnasﬂ{an dan melakukan pengendallan 1nternal terhadap unltf‘ '

~ kerja di bawahnya; dan : ~ ‘ :
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesua1 dengan |
o tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya e

, ,,Bagian,Ketiga 7 E
| Sub‘bagian Tata Usahaf .

Pasal 8

(1) ’Subbaglan Tata Usaha sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 4 ayat (1)-‘

~ huruf b bertugas ‘melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan
e _perencanaan program keuangan, i ketatausahaan rumah tanggav
"1*‘perlengkapan kepegawauan dan kehumasan serta pengelolaan barangf
- milik Daerah. P : e 4
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)' i
U »\‘;‘Subbaglan Tata Usaha menyelenggarakan fungs1 e T
e A, penyusunan perencanaan dan keglatan UPTD; = : s
b.pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapah‘ dan
e . peralatan serta kebersman dan keamanan kantor Gl L
"_c pelaksanaan ketatausahaan UP’I‘D ‘




d penylapan dokumen serah temma, apabﬂa operasmnal pengelolaan dan

,  perawatan gedung dilaksanakan oleh plhak ketiga; , :
g ﬁ_e pelaksanaan penatausahaan pemungutan retrlbus1 pemakalan kekayaan
-~ daerah terkait dengan pemanfaatan gedung sesuai kewenangannya

o pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan; dan T ' ‘

S g pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh plmpman / atasan sesua1 f o

dengan tugas dan fungsi serta tanggung Jawab kewenangannya

e (3) ";'Subbaglan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh

e . seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan 5

e ;bertanggung Jawab kepada Kepala UPTD

Baglan Kedua L
Kelompok Jabatan Fungsio"nali e

. i PasalQ ”

:;?.f'Kelompok Jabatan Fungsmnal sebageumana dlmaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
"j‘huruf C, mempunyal fugas melaksanakan sebagian tugas dan fung31 UPI‘D '~

: ‘, ~sesual dengan keahhan dan / atau ketrampﬂan tertentu serta bersﬁat mand1r1

Pasal 10

; *(1) Kelompok Jabatan Fungsmnal sebagaumana d1maksud dalam Pasal 9 |

e terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsmnal yang terbag1 o
g ;dalam berbagal kelompok sesuai dengan bidangnya.- ‘ :

(2) Kelompok Jabatan Fungsmnal sebagaimana dlmakSud pada ayat (1)}

B d1p1mp1n oleh seorang tenaga fungsmnal senior sebagal ketua kelompok -
. dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. o ~

i "(3)" 'Jumlah Jabatan Fungsional sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)

Ca ‘dltentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. CORT

_ (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional scbagaimana dimaksud pada ayat|

(1 ) dlatur sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang—undangan

 BABVI
TATA KERJA

Pasal 11

(I)Dalam melaksanakan | tugas dan fungsinya Kepala UPTD Kepala o
 Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib;

7 menerapkan pr1n31p koordinasi, 1ntegra31 smkromsam dan 31mp11f1kas1 .
baik dalam’ lingkungan masmg—masmg maupun antar satuan un1t ‘
g fjorgan1sas1 lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing- masmg

o (2) ;_Kepala UPTD wajib bertanggung jawab memimpin dan mengoord1na31kan =
g ‘_;bawahannya masmg—masmg serta memberlkan blmbmgan dan petunjuk L

S ‘bagi pelaksanaan tugas bawahannya

i J;,[(3) Kepala UP’I‘D Wajlb meng1kut1 dan me‘métuh1 petunjuk dan bertanggung - S

Jawab pada atasannya masmg—masmg serta menyampalkan laporan
berkalatepatwaktu : ‘ S e ~ - L
( ) Kepala Badan sebageu Koordmator UP’I‘D W&Jlb melaksanakan pengawasan o

gy melekat : L S '




Pasal 12

% {Apablla Kepala UP’I‘D berhalangan, maka Kepala Subbaglan Tata Usaha secara
e struktural dapat melaksanakan tugas Kepala UPTD sesuai dengan Daftar Urut
; |  Pasal 13

iy Atas dasar pert1mbangan daya guna dan hasil guna, masmg—masmg pejabat
i;,dalam hngkungan UPTD dapat mendelega31kan kewenangan kewenangan e

= - o tertentu kepada peJabat setmgk"ilt dibawahnya.

 BABVII
~ ESELON

Pasal 14

I‘"(l) Kepala UPTD merupakan k jabatan struktural eselon IVa atau Jabatan s

pengawas

| (2) Kepala Subbaglan Tata Usaha merupakan Jabatan struktural eselon IVb

. atau Jabatan pengawas

~ ' BAB VIII ‘ ‘
PENGANGKA’I‘AN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

: , " Pasal 15 R N 2
, ';Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha dlangkat dan d1berhent1kan o
e sesual dengan ketentuan peraturan perundang undangan L %

 BABIX |
- KETENTUAN PERALIHAN

, = Pasal 16 ;
Pada saat Peraturan Wah Kota ini mu1a1 berlaku: : : ,
a UPI‘ Pengelolaan ‘dan Perawatan Gedung Pemermtah Kota Bahkpapan :
S »sebageumana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2014
i f»ff;tentang Pembentukan . Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Unit|
 Pelaksana Teknis Pengelolaan dan Perawatan Gedung Pemerintah Kota|
; f,“jBahkpapan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bahkpapan yang terbentuk ‘

. f,i'dengan susunan orgamsam dan tata kerja sebelum Peraturan Wali Kota ini|
~ diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya, berada d1 bawah dan

'".bertanggung _]awab kepada Dinas. ‘Pekerjaan Umum ‘sampai dengan

d1lant1knya pejabat yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan "
 Wali Kota ini; dan . ‘

. b f, pejabat UPT Pengelolan dan Perawatan Gedung Pemenntah Kota

L ,Bahkpapan yang menduduk1 jabatan pada saat berlakunya Peraturan Wah

- Kota ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dllantlknya pejabat S

" - '~l~yang baru berdasarkan ketentuan da]am Peraturan Wahkota ini.




: l v,";‘uTahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja dan Uralan Tugas S .
~ Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan dan Perawatan Gedung Pemerintah Kota|

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

: i Pasa117 iR T
: Pada saat Peraturan Wah Kota ini mulai berlaku Peraturan Wall Kota Nomor 28

3'Ba11kpapan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan (Berita Daerah Kota

L ahkpapan Tahun 2014 Nomor 28) dlcabut dan dmyatakan tldak berlaku e :

S Peraturan Wah Kota 1n1 mulai berlaku pada tanggal dlundangkan

‘ g ~Agar setlap orang mengetahumya memermtahkan pengundangan Peraturan
e ah Kota 1n1 dengan penempatannya dalam Ber1ta Daerah Kota Bahkpapan

G ’ SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

Pasal 18

: D1tetapkan d1 Bahkpapan e

T pada tanggal 24 September_ZQl\S e

 WALIKOTA BALIKPAPAN, = |

hlmdn ey
M. RIZAL EFFENDI Lk
D1undangkan di Balikpapan Ly
. pada tanggal 25 September 2018
i SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN
- 'ttd, :
 SAYIDMNFADLL

_ BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2018 NOMOR34
Sahnan sesuau dengan ashnya

SLh KEPALA BAGIAN HUKUM,

© NIP19610806Y990031004




. LAMPIRAN |

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN o

~ NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN, = SUSUNAN ORGANISASI g

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA s

- TEKNIS  DAERAH PENGELOLAAN
o PERAWATAN GEDUNG PEMERINTAI—I

SR : STRUKTUR ORGANISASI S
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN
- DAN PERAWATAN GEDUNG PEMERINTAI—I 3

' SUBBAGIAN
- TATA USAHA

=
| KELOMPOK JABATAN |
FUNGSIONAL

Sahnan sesuai dengan ashnya

‘f?fSEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPANV' e g

KEPALA BAGIAN HUKUM

~ NIP 196108061990031004 e

| RzALEmENDL

 WALI KOTA BALIKPAPAN, |

DAN S



